BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 1078 - BKAD /2023
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Menimbang: a.

Mengingat: 1.

TAHUN ANGGARAN 2024
BUPATI BANDUNG BARAT,

bahwa dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan
daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat,
perlu menunjuk Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2024;

bahwa penunjukan Bendahara Umum Daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubang
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Noreg Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat :
9/283/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8 Seri D, Noreg Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat :
8/235/2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Barat Nomor 6);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

10.

11,

12,

13.

14.

15.

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun
2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3);

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 79 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi
Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 79 Seri E)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati
Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 46);

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 81);

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Derah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62);

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2022 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

: Menunjuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai

Bendahara Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat Tahun Anggaran 2024,

: Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU, yaitu:

Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
Mengesahkan DPA-PD/DPPA-PD;

Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan
dan pengeluaran kas daerah;
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Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. Menetapkan SPD;



KETIGA

KEEMPAT

7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman
atas nama pemerintah daerah;

8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah;

9. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan

10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan barang milik daerah.

: Terhadap Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU, apabila ternyata dalam melaksanakan
kewenangan terjadi kelalaian atau penyimpangan terhadap
kewajiban yang semestinya, berlaku sepenuhnya ketentuan
mengenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di
dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 29 nesember 2023

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ARSAN LATIF




